MISI 1

CASCADING DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Memperkuat Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih,
Efektif, Demokratis dan
Transparan

Misi 2

Meningkatkan Kualitas Hidup

Manusia dan Lingkungan

TUJUAN 1.1,

Terwujudnya Reformasi
Birokrasi yang Berkinerja
Tinggi

TUJUAN 2.2,

Meningkatnya Tingkat
Kesejahteraan Masyarakat

SASARAN 1.1.1

Terwujudnya Pemerintahan
yang Akuntabel dan
Berkinerja

SASARAN 2.2.2

1. Opini BPK Terhadap
Laporan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kemampuan

Masyarakat Miskin dan Rentan

Miskin

2. Kualifikasi Penilaian

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

3. Skor Nilai LPPD

Pengeluaran perkapita
(Rp/Orang/Tahun)

Misi 3

Memperkuat Kemandirian

Ekonomi dengan Mendorong
Sektor Potensi dan Unggulan

Daerah

TUJUAN 3.1.

Meningkatnya Pertumbuhan
Pemerataan Ekonomi Secara

Bekelanjutan

SASARAN 3.1.1

Meningkatnya Investasi
PMA dan PMDN

SASARAN 3.1.4

Nilai Investasi Swasta dan
Masyarakat

Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur Penunjang
Sektor Unggulan

4. Level Maturitas SPIP Pemda
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TUJUAN DINAS
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Organisasi

Meningkatkannya Tata Kelola
Organisasi

Nilai LKjIP
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Persentase Jalan Kabupaten
Kondisi Baik

Proporsi Lahan Sawah
Beririgasi Baik

TUJUAN DINAS

Terwljudiva Iffrastruktlr yang BerkUanital
dan Berwawasan Lingkungan

Infrastruktur

1. Rasio Tenaga Konstruksi Terampil

2. Persentase Pemanfaatan Ruang
Sesuai Peruntukannya

Tersedianya Infrastruktur Dasar dan Penunjang Ekonomi

1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Bersih dan

Bersanitasi Layak

2. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh
layanan pengelolaan air limbah

3. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang

dilayani Jaringan Irigasi

4.Tingkat kemantapan jalan Kabupaten

5. Rasio kepatuhan IMB

6. Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang
Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir

Meningkatnya
Kualitas

Kualitas

Penganggaran,
Penatausahaan dan
Pelaporan Keuangan

Layanan Umum
Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas
dan Kuantitas Tenaga
Konstruksi

Peningkatan Kualitas
dan Pemenuhan
Rencana Tata Ruang
serta Perwujudan
Tertib Tata Ruang

Tersedianya Sarana dan
Prasarana Air Minum / Bersih
dan Sanitasi Layak Bagi
Masyarakat

Tersedianya
Pengembangan
dan Pengelolaan
Sistem Irigasi
Primer dan
Sekunder pada
Daerah Irigasi
yang Luasnya
dibawah 1000 Ha
dalam 1 (satu)

Meningkatnya
Infrastruktur Jalan
dan Jembatan

Meningkatnya

Publik yang
Representatif

Lingkungan

Persentase
Sinkronisasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kinerja
Perangkat Daerah

Persentase Tertib
Administrasi
Keuangan

Persentase Tertib
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

1. Jumlah Tenaga
Terampil Konstruksi
(orang)

Persentase Tertib
Administrasi Umum

Persentase Ketersediaan
Barang Milik Daerah
sesuai dengan
Perencanaan

2. Jumlah Data Dan
Informasi Jasa Konstruksi
Cakupan Daerah
Kabupaten (dokumen)

Penataan Ruang (IPPR)

Indek Penyelenggaraan

1. Persentase Jumlah Rumah
Tangga yang Mendapatkan
Akses terhadap Air Minum

melalui SPAM Jaringan
Perpipaan dan Bukan Jaringan
Perpipaan Terlindungi
terhadap Rumah Tangga di
seluruh Kabupaten (%)

Pesentase Ketersediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

3. Jumlah Dokumen
Pengawasan Tertib
Usaha, Tertib
Penyelenggaraan Dan
Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi (dokumen)

Persentase Barang Milik
Daerah Yang Berkondisi
Baik

2. Persentase Fasilitas
Pengurangan Sampah Di
Perkotaan (%)

3. Persentase Jumlah Rumah
Tangga yang Memperoleh
Layanan Pengolahan Air
Limbah Domestik (%)

Persentase Indeks
Kinerja Sistem
Irigasi (IKSI) (%)

Persentase Jalan
dengan Kondisi
Mantap (%)

Jumlah Bangunan

Pelayanan Publik

yang Representatif
(unit)

1. Kapasitas Air yang Telah
ditampung (M?)

2. Persentase Bantaran Sungai

dan Pantai yang Aman (%)

3. Persentase Penurunan
Genangan Air (%)

Jumlah Jembatan
Kondisi Baik (unit)

Meningkatnya
Kualitas Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran

Meningkatnya Kualitas
SDM Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan

Ruang

Meningkatnya
Pengaturan Bina
Konstruksi

Tata Ruang dan

Sistem

Air Minum

Ruang yang Berkualitas

(SPAM) di Daerah Kabupaten

Meningkatnya

Ter dan
Prasarana Fisik Peningkatan Jalan
dan Jembatan

Tersedianya
Perencanaan

Membangun dan
Meningkatkan
T:

Meningkatnya
iji DAs

Publik

Air

Jumlah Dokumen
Perencanaan yang
disusun
Jumlah Rencana Kerja
Anggaran dan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran Yang
Disusun

Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja Yang
Disusun Tepat Waktu

Jumlah Aparatur Yang
Mengikuti Diklat

Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya

1. Terlaksananya
Sosialisasi Pembinaan
Jasa Konstruksi (orang)

1. Rasio Pemenuhan RTR
Daerah (%)

1. Panjang Jaringan Perpipaan
(meter)

Jumlah
Peningkatan,
Rehabilitasi dan
OP Jaringan Irigasi
(on

1. Panjang Ruas Jalan
Baru yang dibangun
(meter)

2. Jumlah Jembatan
yang dibangun (unit)

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Bangunan Pelayanan
Publik (dokumen)

Jumlah Bangunan
Penampung Air (unit)

Luas DAS Yang
Direboisasi (Ha)

2. Tersedianya Data dan
Informasi Jasa Konstuksi
Cakupan Daerah
Kabupaten (dokumen)

Kualitas

2. Rasio Kesesuaian Program

Pembangunan dengan RTR
Daerah (%)

2. Operasi dan Pemeliharaan
SPAM (meter)

Tersedianya

3. Panjang Jalan yang
ditingkatkan (meter)

4. Jumlah Jembatan
yang ditingkatkan
(unit)

Sarana

Layanan Umum Dinas Meningkatnya
Meningkatnya Pekerjaan Umum dan Pemberdayaan Bina
Kualitas Ruang Konstruksi
dan

Pelaporan Keuangan

Ketersediaan
Kelenek

Jumlah Laporan
Keuangan SKPD yang
Disusun Tepat Waktu

Administrasi Umum

Pengelolaan Arsip yang
Baik

1. Terlaksananya
Kegiatan Pelatihan/
Diklat/ Bimtek/
Lokakarya untuk
Masyarakat Konstruksi
(orang)

Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Barang
Milik Daerah (BMD)

2. Jumlah Tenaga Kerja
Konstruksi Terlatih yang
Bersertifikat (orang)

3. Jumlah Badan Usaha
yang Mendapatkan
Pembinaan di Wilayah

Jumlah Pengadaan Kabupaten
Barang Milik Daerah
(BMD)
Jumlah Barang Milik
Daerah (BMD) dalam .
Kondisi Baik LR
Bina

Konstruksi

1. Tersedianya data dan
informasi hasil
pengawasan
ketidaksesuaian jenis,
sifat, klasifikasi, layanan
usaha, bentuk dan/atau
kualifikasi usaha dengan
kegiatan usaha jasa
konstruksi yang menjadi
kewenangan Kabupaten
(dokumen)

2. Tersedianya data dan
informasi kecelakaan
konstruksi pada proyek
yang menjadi
kewenangan Kabupaten
(dokumen)

Ter

Tersedianya Sistem dan
Pengelolaan Persampahan di
Daerah Kabupaten

Pemanfaatan Ruang yang
Terkendali dan Tertib

1. Rasio Pengendalian
Pemanfaatan Ruang (%)

2. Rasio Penyelesaian
Pelanggaran di Bidang Tata
Ruang (%)

1. Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-
3R/TPS (unit)

Jumlah Fasilitas
Sarana OP (unit)

Terlaksananya
Pembangunan /
Peningkatan
Bangunan Pelayanan
Publik

Meningkatnya
Pengamanan Bantaran
Sungai dan Pantai

Meningkatnya
Pengawasan DAS

Luas DAS Yang
Diawasi (Ha)

Tersedianya
JE——

Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan

2. Penyediaan Sarana

Personalia

Persampahan (unit)

Tersedianya Sistem Air
Limbah Domestik dalam
Daerah

Jumlah Pengamat,
Juru, PPA, PPB
(orang)

1. Jumlah Sistem Pengelolaan
Air Limbah Terpusat Skala

Data
dan Dokumentasi

1. Panjang Jalan yang
dipelihara (meter)

Jumlah bangunan
pelayanan publik
yang dibangun dan
ditingkatkan (unit)

1. Panjang Pengamanan
Bantaran Sungai (Km)

2. Panjang Pengamanan
Pantai (Km)

Meningkatnya Peran
Serta Masyarakat

2. Jumlah Jembatan
yang dipelihara /
direhabilitasi (unit)

3. Persentase
Kejadian Bencana di
Kabupaten yang
ditangani (%)

Kota (unit)

2. Jumlah Sub Sistem
Pengolahan Setempat (unit)

3. Jumlah Sosialisasi dan

Jumlah Data dan
Dokumentasi (DI)

Pemberdayaan Masyarakat
terkait Penyediaan Sistem
Pengelolaan Air Limbah

Meningkatnya
Produktifitas Padi

Domestik

4. Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik

Produktifitas Padi
(Ton/Ha)

5. Penyediaan Sarana
Pengangkutan Lumpur Tinja

6. Jumlah Sarana dan

Tersedianya
Lembaga
Perkumpulan
Petani
(P3A/GP3A/IP3A)

Prasarana IPLT (unit)

Jumlah
P3A/GP3A/IP3A
terbentuk dan

Aktif (kelompok)

Terlaksananya
Rehabilitasi

Meningkatnya

Publik

il dan
Normalisasi Sungai

Jumlah Bangunan

Pelayanan Publik

yang direhabilitasi
(unit)

1. Panjang
Pemeliharaan Sungai
(km)

2. Panjang Sungai

1. Jumlah Kelompok
Masyarakat di Daerah
DAS yang menjaga
Dungsi DAS
(Kelompok)

2. Jumlah Regulasi
Mengenai DAS (Buah)

Terlaksananya

yang Dinor
(km)

Daerah
Aliran Sungai

1. Jumlah Sungai
Terdata Debitnya
(Sungai)

2. Jumlah Curah
Hujan yang Terdata
(Sta)

3. Jumlah Tangkapan
dan Muara yang
Terdata (Sungai)

Kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pegisir Selatan
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